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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2O2I

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:5O.OOO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian
hukum dalam berinvestasi serta perlzinan pemanfaatan
rLlang perlu ketersediaan rencana tata ruang dan/atau
rencana zonasi yang selaras dengan rencana
pembangunan nasional dan pemanfaatan ruang
eksisting;

bahwa untuk mendorong penggunaan informasi
geospasial hasil percepatan pelaksanaan kebijakan
satu peta, memperluas cakupan percepatan
pelaksanaan kebijakan satu peta khususnya peta
bidang perekonomian, peta bidang kemaritiman, peta
bidang kebencanaan, dan peta lainnya serta
mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi
organisasi kementerian dan lembaga, perlu dilakukan
perubahan atas cakupan kegiatan dan rencana aksi
kebijakan satu peta dan perubahan struktur
kelembagaan tim percepatan kebijakan satu peta dan
tim pelaksana kebijakan satu peta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diiakukan
perubahan terhadap Peraturan presiden Nomor g
Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala
1:50.00O;

b

c.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada
Tingkat Ketelitian Skala 1 :50.000;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5O.0OO
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disingkat
KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya
satu peta yang mengacu pada satu referensi
geospasial, satu standar, satu basis data, dan
satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala
1:50.O00.

Mengingat

Menetapkan

1
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2. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur
alam dan/atau buatan manusia, yang berada di
bawah, pada permukaan, atau di atas yang
digambarkan pada suatu bidang datar dengan
skala tertentu.

3. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan
posisi suatu objek atau kejadian yang berada di
bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang
dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG
adalah data tentang lokasi geografis, dimensi,
atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam,
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi.

5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat
IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, danf atau
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
rlrang kebumian.

6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya
disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek
yang dapat dilihat secara langsung atau diukur
dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang
tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

7. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya
disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan
satu atau lebih tema tertentu yang dibuat
mengacu pada IGD.

8. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek
hukum dalam penguasaan dan/atau
pemanfaatan ruang.

9. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat
aspek perencanaan pemanfaatan rLrang.

10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi
mengenai transportasi dan logistik, sumber daya
dan lingkungan, serta fasos fasum dan utilitas.

1 1. Walidata . . .
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11. Walidata IGT adalah kementerian/lembaga yang
memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
IGT tertentu berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

12. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok
kerja yang dibentuk untuk mengelola
penyelenggaraan IGT antar pemangku
kepentingan.

13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang
selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem
penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama,
tertib, terukur, terintegrasi, dan
berkesinambungan serta berdayaguna.

14. Kementerian/Lembaga adalah kementerian/
lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran dan kementerian/lembaga terkait
lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
sinkronisasi.

15. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Kompilasi adalah rangkaian kegiatan
pengumpulan data IGT yang dimiliki oleh
Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional
IGT, dan/atau Pemda untuk seluruh wilayah
Indonesia.

17. Integrasi adalah rangkaian kegiatan dalam
melakukan koreksi dan verifikasi data IGT
terhadap IGD.

18. Sinkronisasi adalah rangkaian kegiatan
penyelarasan IGT yang dilakukan oleh
Kementerian/ Lemb aga dan I atau Pemda.
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19. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan
kelengkapan data, dan/atau informasi
georeferensi dan tematik, sehingga merupakan
penggabungan dari sistem referensi geometris,
skala, akurasi, atau kerincian basis data, format
penyimpanan secara digital termasuk kode unsur,
penyajian kartografis mencakup simbol, warna
arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan
peta.

20. Skala adalah angka perbandingan antara jarak
dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka
bumi.

21. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola
data pemerintah untuk menghasilkan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses
dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan
instansi daerah melalui pemenuhan standar data,
metadata, interoperabilitas data, dan
menggunakan kode referensi dan data induk.

22. Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP
adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang
terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga
melalui proses Kompilasi data IGT yang ada,
Integrasi data IGT dengan data IGD, dan
Sinkronisasi antar data IGT.

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat
ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk
terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu
referensi geospasial, satu standar, satu basis
data, dan satu geoportal guna percepatan
pelaksanaan pembangunan nasional.

(2) Satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi
sebagai acuan:
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a. kebijakan pembangunan berbasis spasial;
b. perencanaan dan pemanfaatan rlrang yang

terintegrasi dalam rencana tata ruang di
darat, laut, dalam bumi, dan udara;

c. kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang
masing-masing sektor;

d. penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan
ruang; dan

e. perbaikan data IGT masing-masing sektor.

3 Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui
penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan
KSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

(2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi
Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memastikan
ketersediaan pendanaan pada masing-masing
KementertanfLernbaga dan/atau Pemda untuk
penyiapan IGD dan/atau IGT.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

dan/atau
c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan pada
tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

(2lDalam...

4
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(21 Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP
dapat dilakukan pada tingkat Ketelitian Peta
selain Peta Skala 1:50.000 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat)
tahapan kegiatan, yang terdiri atas:
a. Kompilasi;
b. Integrasi;
c. Sinkronisasi; dan
d. berbagi data dan IG melalui JIGN.

(41 Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
percepatan perwujudan IGD skala 1:50.000
sampai dengan skala 1:5.000 dan peta batas
wilayah administrasi provinsi, kabupatenfkota,
desa, kelurahan, dan peta batas wilayah
administrasi pengelolaan sumber daya laut
provinsi.

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Satu Data Indonesia.

(2) Satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
untuk selanjutnya diintegrasikan dalam Satu
Data Indonesia.

(3) Tata kelola dan/atau pemanfaatan data satu peta
yang telah diintegrasikan dalam Satu Data
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Satu Data
Indonesia.
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(4) Dalam hal satu peta hasil percepatan
pelaksanaan KSP belum diintegrasikan dalam
Satu Data Indonesia, tata kelola danf atau
pemanfaatan data dalam setiap tahapan kegiatan
percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

6 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP,
Pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP.

(21 Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas untuk:
a. memberikan arahan strategis dalam rangka

percepatan pelaksanaan KSP;
b. memberikan arahan kebijakan strategis untuk

penyelesaian permasalahan dan hambatan
pelaksanaan KSP;

c. memberikan arahan strategis terhadap hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSP;
dan

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
terhadap percepatan pelaksanaan KSP.

(3) Dalam hal tertentu, Tim Percepatan KSP dapat
mengubah Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan
KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian setelah
mendapat persetujuan Presiden.

(4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:
a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

b. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri
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3. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

4. Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional;

5. Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;

6. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat;

7. Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Kelautan dan

Perikanan;
11. Menteri Komunikasi dan

Informatika;
12. Sekretaris Kabinet;
13. Kepala Staf Kepresidenan;
14. Kepala Badan Informasi

Geospasial;
15. Kepala Lembaga Penerbangan

dan Antariksa Nasional.

(5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh
Tim Pelaksana KSP dan Sekretariat KSP.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas:

a. melaksanakan arahan Tim Percepatan KSP
dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP;

SK No 099112 A
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b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka penyelesaian permasalahan dan
hambatan teknis percepatan pelaksanaan
KSP;

c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan
prioritas bagi Kelompok Kerja Nasional IGT
dan Walidata IGT;

d. melaksanakan arahan kebijakan strategis
dalam rangka penyelesaian permasalahan dan
hambatan percepatan pelaksanaan KSP;

e. men5rusun mekanisme berbagi data dan IG
melalui JIGN; dan

f. melaksanakan arahan strategis terhadap hasil
pemantauan dan evaluasi terhadap
percepatan pelaksanaan KSP.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua : Kepala Badan Informasi
Geospasial;

b. Wakil Ketua I : Deputi Bidang
Pengembangan Regional,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

c. Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kedaulatan
Maritim dan Energi,
Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan
Investasi;

d. Wakil Ketua III : Deputi Bidang Kemaritiman
dan Investasi, Sekretariat
Kabinet;

e. Anggota : 1. Deputi Bidang Kajian
dan Pengelolaan Isu-isu
Sosial, Ekologi dan
Budaya Strategis, Kantor
Staf Presiden;
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2. Direktur Jenderal Bina
Administrasi
Kewilayahan,
Kementerian Dalam
Negeri;

3. Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam
Negeri;

4. Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa,
Kementerian Dalam
Negeri;

5. Deputi Bidang
Pemantarran, Evaluasi,
dan Pengendalian
Pembangunan,
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional. I
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

6. Direktur Jenderal
Anggaran, Kementerian
Keuangan;

7. Deputi Bidang Informasi
Geospasial Dasar, Badan
Informasi Geospasial;

8. Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik,
Badan Informasi
Geospasial;

9. Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi
Geospasial, Badan
Informasi Geospasial;
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10. Direktur Jenderal
Aplikasi Informatika,
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika;

11. Deputi Bidang
Instrumentasi, Kalibrasi,
Rekayasa dan Jaringan
Komunikasi, Badan
Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika;

12. Deputi Bidang
Penginderaan Jauh,
Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional.

(3) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara administratif berkedudukan di
Badan Informasi Geospasial.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas memberikan
dukungan dan fasilitasi teknis operasional dan
administratif kepada Tim Percepatan KSp dan Tim
Pelaksana KSP.

(21 Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah
dan Tata Ruang,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

Deputi Bidang
Perekonomian,
Sekretariat Kabinet;
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c. Satuan Tugas 1;

d. Satuan Tugas 2; dan
e. Satuan Tugas 3.

(3) Sekretariat KSP secara
berkedudukan di Kementerian
Bidang Perekonomian.

administratif
Koordinator

(4) Satuan Ttrgas 1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis

data IGT nasional yang bersumber dari
Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja
Nasional IGT, dan Pemda;

b. melakukan Kompilasi dan pengelompokan IGT
ke dalam kelompok data IGT Status, IGT
Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;

c. melakukan Integrasi bersama Walidata IGT
sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh
Badan Informasi Geospasial;

d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis
terkait perwujudan rencana aksi antara Tim
Percepatan KSP dengan Kementerian/
Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan
Pemda terutama dalam kegiatan Kompilasi
dan Integrasi IGT; dan

e. melakukan pemantauan dan evaluasi data
IGT hasil Kompilasi dan Integrasi.

(5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
a. melakukan penyelarasan antar data IGT di

kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan
Ruang, dan IGT Potensi;

b. melakukan penyelarasan antar kelompok data
IGT sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. melakukan proses tumpang susun antar IGT
sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk
menghasilkan Peta Indikatif T\rmpang Tindih
IGT;

d. merumuskan rekomendasi penyelesaian
tumpang tindih pemanfaatan ruang;
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e. melakukan fasilitasi rencana aksi
penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan
rlrang;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan
penyelerasan, proses tumpang susun,
perumusan rekomendasi dan pelaksanaan
rencana aksi.

(6) Satuan T\rgas 3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf e, mempunyai tugas:
a. menguatkan JIGN untuk berbagi data dan IG

hasil percepatan pelaksanaan KSP dalam
bentuk portal KSP;

b. meningkatkan kemudahan dan kecepatan
akses portal KSP;

c. memastikan kualitas penyimpanan dan
pengamanan data dan IG hasil percepatan
pelaksanaan KSP sesuai dengan standar yang
berlaku;

d. memastikan kualitas data hasil percepatan
KSP sesuai dengan standar data spasial
tematik yang berlaku secara nasional;

e. membangun dan mengembangkan sistem
pemuktahiran data dan IG secara sentralisasi
dan/atau disentralisasi (hgbnq dalam sistem
pengelolaan berbasis data;

f. melaksanakan pembinaan, asistensi dan
konsultasi dalam rangka pemanfaatan data
dan penggunaan portal KSP;

g. mengintegrasikan portal KSP dan f atau JIGN
dalam portal Satu Data Indonesia;

h. melakukan koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam
rangka pembangunan dan penguatan
kelembagaan JIGN.

(7) Keanggotaan Satuan T\rgas 1, Satuan T\rgas 2,
dan Satuan Tugas 3, ditetapkan oleh Deputi
Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan
Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Sekretaris Tim Percepatan
KSP.
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(8) Sekretariat KSP dalam pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi,
danf atau badan usaha.

9 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1 1

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan Peraturan Presiden ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dan Badan Informasi Geospasial sesuai dengan
pembagian bidang tugas untuk kegiatan Tim
Percepatan KSP dan Sekretariat KSP;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Badan Informasi Geospasial untuk kegiatan Tim
Peiaksana KSP dan Kelompok Kerja Nasional IGT;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
masing-masing Kementerian/Lembaga untuk
kegiatan Walidata IGT;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
masing-masing Pemerintah Provinsi, Kabupaten/
Kota untuk mendukung kegiatan KSP.

10. Lampiran Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta diubah, sehingga sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

SK No 099118 A
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REPUBLIK INOONESIA.

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
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orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2O2l

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

Hukum,

ttd

trd

!=

j(

SK No 099119 A
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PRES IOEN
REPUBLIK INOONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 20T6
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA
TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

NO
.....

PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAI,AN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

A. PENETAPA.IT EXANIAME DAN TATA KERT'A PEL,IIKSAI{AAIT PERCEPATAIT XEBI'IAI{AIT SATU PEIA

1 Penetapan
Walidata IGT

Penetapan
Walidata IGT pada
Kementerian/
Lembaga

Keputusan
Penetapan
Walidata IGT

Bulan Maret (BO3)
202t

Badan
Informasi
Geospasial
(BrG)

Kementerian dan Lembaga
terkait

SK No 054694C

2. Penetapan .
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REPUBLIK INDONESTA
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NO ,,' PROGRAM KEGIATAN ,... ffiBf[f,ffi[[ TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

2 Penetapan
Kelompok Kerja
Nasional
(POKJA) rGT

Penetapan POKJA
IGT

Keputusan
Penetapan POKJA
IGT

Bulan Maret (BO3)
202t

BIG Kementerian dan Lembaga
terkait

3 Penetapan
Mekanisme dan
Tata Kerja
Sekretariat Tim
Percepatan
Kebijakan Satu
Peta (PKSP)

Pen5rusunan
Mekanisme dan Tata
Kerja Sekretariat
Tim PKSP

Peraturan
mengenai
Mekanisme dan
Tata Kerja
Sekretariat Tim
PKSP

Bulan Maret (BO3)
202t

Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
(Kemenko
Perekonomian)

1. Sekretariat Kabinet
(Setkab);

2. Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman dan
Investasi (Kemenko
Marves);

3. Kantor Staf Presiden;

4. Kementerian...

SK No 054695C
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NO PROGRAM KEGIATAN , (pf[trftfl[[ TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

PENANGGUIVC
JAWAB INSTANSI TERKAIT

4. Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional (Kementerian
PPN/Bappenas);

5. BIG.
4 Penetapan

Mekanisme dan
Tata Kerja
Pembuatan IGT

Pen5rusunan
Mekanisme dan
Tata Kerja
pembuatan IGT

Mekanisme dan
Tata Kerja
pembuatan IGT

Bulan Maret (B03)
202r

Walidata IGT BIG

5. Pen5rusunan

SK No 054696C
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NO. ,,, PROGRAM KEGIATAN TARGET TOKTU ' .l,,."

PEI{YELESAIAN
PENANGGUNG

,a,,:,.,...,,,', JAWAB INSTANSI TERKAIT

5 Pen5rusunan
Mekanisme dan
Tata Kerja
Kegiatan
Kompilasi dan
Integrasi
Pelaksanaan
Kebijakan Satu
Peta

Pen5rusunan
Mekanisme dan
Tata Kerja
Kegiatan Kompilasi
dan Integrasi
Pelaksanaan
Kebijakan Satu
Peta

Peraturan Kepala
BIG tentang
Mekanisme dan
Tata Kerja
Kegiatan
Kompilasi dan
Integrasi
Pelaksanaan
Kebijakan Satu
Peta

Bulan Maret (BO3)
202r

BIG Kementerian dan Lembaga
terkait

6 Pen5rusunan
Mekanisme dan
Tata Kerja Peta
Batas
Kecamatan dan
Kelurahan.

Men5rusun
Mekanisme dan
Tata Kerja Peta
Batas Kecamatan
dan Kelurahan

Peraturan
Menteri Dalam
Negeri

Bulan Maret (BO3)
202r

Kementerian
Dalam Negeri
(Kemendagri)

Kementerian dan Lembaga
terkait

SK No 054697 C

7. Pen5rusunan
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NO. ',,,,rPBoGRAM KEGIATAN TARGET WAI.iTU
PEI{YELESAIAN

, . PENANGGUNG
,.. , JAWAB

7 Pen5rusunan
Mekanisme dan
Tata Kerja
Berbagi Pakai
Data dan IG
Kebijakan Satu
Peta

Men5rusun
Mekanisme dan
Tata Kerja Berbagi
Pakai Data dan IG
Kebijakan Satu
Peta

Peraturan Kepala
BIG tentang
Mekanisme Tata
Kerja dan
Berbagi Pakai
Data dan IG
Kebijakan Satu
Peta

Bulan Maret (BO3)
2021

BIG Kementerian dan Lembaga
terkait

B. PERWT'JUDAN IGD

1 Perwujudan
Peta Dasar

Mewujudkan
tersedianya Peta
Rupa Bumi
Indonesia (RBI)

Peta RBI skala
1:5.OO0

Seluruh wilayah
Indonesia (34 Provinsi)
Bulan Desember (B12)
2024

BIG 1. Kemenko Perekonomian;
2.Kementerian PPN/

Bappenas;

SK No 054698 C
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NO. ,,r,,,,,PROGRAM KEGIATAN TARGEJI WAKTU
PENYELESAIAN

,.,,PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

Peta RBI skala
1:50.0OO

Seluruh wilayah
Indonesia (34 Provinsi)
Bulan Maret (B03) 2O2I
dengan dukungan Peta
Laut Indonesia

BIG 3.Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional
(LAPAN);

4. Pusat Hidrologi dan
Oseanografi Angkatan
Laut Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut
(Pushidrosal TNI - AL).

Peta RBI skala
1:250.00O

Seluruh wilayah
Indonesia (34
Provinsi)
Bulan Oktober
(B 10) 2022,
dengan dukungan
Peta Laut
Indonesia

BIG

SK No 054699 C

Penyediaan .
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RAM KEGIATAN
''- .a..:.......:.:'

rr :::: I(EL{JA'R.A[[ TARGET WAKTU
PEI{YELESAiAN], . ....",.,

,PENANGGUNG
'',,,',". JAWAB INSTANSI TERKAI?rrr,. rr, 

r:

Penyediaan Citra
Satelit Resolusi
Sangat Tinggi
Wilayah Indonesia
(csRSr)

Tersedianya Citra
Satelit Resolusi
Sangat Tinggi
Optis Resolusi
minimal 50 cm

Seluruh wilayah
Indonesia yang belum
tersedia CSRST Bulan
Maret (B03) 2O2I
Pemutakhiran
CSRST wilayah
Indonesia, setiap
tahun.

LAPAN 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Kementerian
LHK);

4. Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
(Kementerian ATR/ BPN) ;

5. BIG;
6. Kementerian Pertahanan

(Kemenhan);

SK No 054700 C
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NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANST TERKAIT

7. Pemerintah Provinsi
(Pemprov);

8. Pemerintah
kabupatenlkota
(Pemkab/kota).

Penyediaan Foto
Udara Resolusi
Tinggi Wilayah
Pulau Terluar

Tersedianya Foto
Udara Resolusi
Tinggi

Wilayah pulau terluar,
Bulan Oktober (B1O)
2022

Kemenhan 1. Kemenko
Perekonomian;

2. BIG;
3. LAPAN;
4. Kemendagri;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Tentara Nasional

Indonesia (TNI).
Penyediaan Data
Penginderaan Jauh

Tersedianya Data
Penginderaan Jauh
untuk Mendukung
Penyediaan Peta
RBI Skala 1:5.000

Seluruh wilayah
Indonesia (34 Provinsi)
Bulan Desember (BI2l
2023

1. BIG;
2, LAPAN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemenhan.

SK No 054833 C
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NO;r' RAM KEGIATAN TARGET WAtrTTU. .

PEI{YELESA[AN

i]PENANGGUNG
,1-1,,1'. ;61y4g INSTANSI

C. PEMUTAKHIRAN IGD

1 Pemutakhiran
Peta Dasar

Memutakhirkan
Peta RBI

Peta RBI skala
1:50.O0O

Seluruh wilayah
Indonesia (34 Provinsi)
Bulan Desember (Bl2)
2024

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian PPN/
Bappenas;

3. LAPAN.

D. PERWUJUDAN IGT

D.1 Peruujudan IGT Status
1 Perwujudan

IGT Status
Mewujudkan IGT
Perizinan Lokasi

Peta Penetapan
Lokasi Pengadaan
Tanah bagi
Kepentingan
Umum Skala
1:50.0OO

1. IGT yang tersedia saat
ini untuk seluruh
wilayah Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Juni (806) 2021.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
Keuangan
(Kemenkeu);

3. Kemendagri;

SK No 054702C

2. Pemutakhiran . .
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NO 1,,,., ,*OORAM KEGIATAN .... ,KELUARAN TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

. PENANGCUTVC
JAWAB INSTANSI TERKAIT].

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

4. Kementerian Pertanian
(Kementan);

5. Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin);

6. Kementerian LHK;
7. Kementerian Energi

dan Sumber Daya
Mineral (Kementerian
ESDM);

8. Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat
(Kementerian PUPR);

9. Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub);

10. BIG;

SK No 054703 C
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NO. KEGIATAN TARGET WAKTU ]

PEI{YELESAIAN
I'I:PENANGGUNG

JAWAB INSTANSI

11. Pemprov;
12. Pemkab/kota.

2 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Pertanahan

Peta Zona Nilai
Tanah minimal
skala 1:10.00O

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Juni (806) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (B12)
setiap tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenkeu;
3. Kemendagri;
4. Kementan;
5. Kemenperin;
6. Kementerian LHK;
7. Kementerian ESDM;
8. Kementerian PUPR;
9. Kemenhub;
10. BIG;
11. Pemprov;
12. Pemkab/kota.

SK No 054704C

3. Perwujudan
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N6,,,, KEGIATAN TARGET WAKTU ,.,,,'..

PEI\IYELESAIAN,,r.:,,,
:..1IPENANGGUNG INSTANSI TERI( T

3 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Pertanahan

Peta Penggunaan
dan Kepemilikan
Tanah (Hak Milik)
Skala 1:5.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Juni (806) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (Bl2)
setiap tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementan;
3. Kementerian BUMN;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ESDM;
6. Kementerian PUPR;
7. Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi
(Kemendes PDTT);

8. BIG;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

SK No 054705 C

4. Perwujudan

' .:,...,,,..,11,.r'.,...I. KELUARAN
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NO KEGIATAN ' ,"','II.{E,I,UARAN TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

IPENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIi

4 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Pertanahan

Peta Aset Tanah,
Gedung dan
Bangunan Milik
BUMN minimal
skala 1:50.000

1.IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

a. Kompilasi Bulan
Maret (803) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Juni (806) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l
setiap tahun.

Kementerian
BUMN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenkeu;
3. Kemendagri;
4. Kementan;
5. Kemenperin;
6. Kementerian LHK;
7. Kementerian ESDM;
8. Kementerian PUPR;
9. Kemenhub;
10. BIG;
1 1. Pemprov;
12. Pemkab/kota.

5. Perwujudan

SK No 054706C
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NO ,.rlrrlrP'ROGRAM KEGIATAN ,,,,,',:':'''':,Id.F.LUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANST TERKAIT

5 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Batas Wilayah

Peta Batas
Wilayah
Administrasi
Kewenangan
Pengelolaan
Sumber Daya
Laut Provinsi
Skala 1:250.0OO -
1:25.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Bulan September

(809) 2O2l tersedia
peta kerja indikatif
Batas Kewenangan
Pengelolaan
Sumber Daya Laut
Provinsi;

b. Integrasi Bulan
Desember (B 12)
202t.

2. Pemutakhiran setiap
Bulan Juni (E}06) dan
Bulan Desember
(B 12).

Kemendagri 1. Setkab;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kemenko Marves;
4. Kementerian

PPN/Bappenas;
5. Kementerian Luar

Negeri (Kemenlu);
6. Kementerian Kelautan

dan Perikanan
(Kementerian KP);

7. BIG;
8. LAPAN;
9. Pushidrosal TNI - AL;
10. Direktorat Topografi

TNI-AD;
I 1. Pemprov.

SK No 054707 C

6. Perwujudan
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NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

6 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Migas dan Minerba

Peta Wilayah
Kerja dan Wilayah
Penugasan Panas
Bumi Indonesia
skala 1:5O.O00

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (E}03)
202t;

b. Integrasi Bulan
Maret (BO3) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Maret (BO3), Bulan
Juni (806), Bulan
September (BO9) dan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kementerian PUPR;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054708 C

7. Perwujudan
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''' .. . ..a .::: , : .. .'

',,' 1',:',;,;,;,:' 
PIIROGRAM KEGIATAN

,,:..,,,,;;,;,:t;:;1,:,".,,;,:1,,,,:,:1..: 
.

rl::', IIIKELUARAN
TTITT,PENANGGUNG

',, ' JAWAB INSTANSI TER64IT,

7 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Perizinan Lokasi
dan Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang Laut

Peta lzin Lokasi
Perairan di
Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau
Kecil dan Peta
Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang Laut skala
1:50.0O0

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (Et03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202t.

Kementerian KP 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kemenlu;
6. Kementerian

ATR/BPN;

2. Pemutakhiran...

SK No 054709 C
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NO. ',,,, 1,,.1:1,"'IIP,,ROGRAM KEGIATAN ]I...KELUARAN TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l
setiap tahun.

7. Kemenhan;
8. Kementerian ESDM;
9. Kemenhub;
10. Kementerian

Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf);

11. Kementerian
Komunikasi dan
Informasi
(Kemenkominfo);

12. Kementerian LHK;
13. Setkab;
14. BIG;
15. Pushidrosal TNI - AL.

SK No 054710 C

8. Perwujudan
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NO PROGRAM KEGIATAN , .KELUARAN TARGET WAKTU
PEI\TYELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

8 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Perizinan Lokasi di
Laut dan Perizinan
Berusaha terkait
Kegiatan
Pemanfaatan di
Laut

Peta lzin Lokasi di
Laut dan Peta
Perizinan
Berusaha terkait
Kegiatan
Pemanfaatan di
Laut Skala
l:50.O0O

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi

Bulan Maret
(B03) 2o2t;

b. Integrasi Bulan
Desember (B12)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

Kementerian KP 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kemenlu;
6. Kementerian ATR/BPN;
7. Kemenhan;
8. Kementerian ESDM;
9. Kemenhub;
1O. Kemenparekraf;
1 1. Kemenkominfo;
12. Kementerian LHK;
13. Setkab;
14. BIG;
15. Pushidrosal TNI - AL.

SK No 054835 C

9. Perwujudan
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NO PROGRAM KEGIATAN .. KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Wilayah Adat

Peta Wilayah Adat
di Perairan Laut
Skala 1:50.00O

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3)
202t;

b. Integrasi Bulan
Juni (806) 2O2t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

lKementerian KP 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian

ATR/BPN;
6. Kemenhan;
7. Kementerian ESDM;
8. Kemenhub;
9. Kemenparekraf;
10. Kemenkominfo;
11. Kementerian LHK;
12. Setkab;
13. BIG;
14. Pushidrosal TNI - AL.

SK No 054836 C

10. Perwujudan .
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NO KEGIATAN
. .' :',:,' '

,::KELUARAN
I. .t.....-...

TARGET WAKTU
PEI{YELESAI,AN

. PENANGGUNG:: JAWAB INSTANSI TERKAIT.

10 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Kawasan
Berikat dan
Kawasan Lainnya
Di bawah
Pengawasan
Pabean Skala
1:50.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (Bl2)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

Kemenkeu 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kemendag;
4. Kemenperin;
5. Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan
Menengah (Kemenkop
UKM);

6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

11. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Pertanahan

Peta Aset Tanah,
Gedung dan
Bangunan Milik
Negara (BMN)
minimal skala
1:50.O00

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;

Kemenkeu 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenkeu;
3. Kemendagri;
4. Kementerian BUMN;

SK No 054713 C

b. Integrasi
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NO
:,r

::r,rPP0GRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU '

PENYELESAIAN ':

r.. r'' ,:ir'.:

I,PENANGGUNG::t':' JAWAB INSTANSI TERKAIT
:l'

b. Integrasi Bulan
Juni (806) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

5. Kementan;
6. Kemenperin;
7. Kementerian LHK;
8. Kementerian ESDM;
9. Kementerian PUPR;
10. Kemenhub;
1 1. BIG;
12. Pemprov;
13. Pemkab/kota.

t2. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan
IGT Kehutanan

Peta lzin Pinjam
Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH)
skala 1:5O.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian ESDM;

SK No 054714C

b. Integrasi...
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,',,' JAWAB INSTANSI TERKAIT'

b. Integrasi Bulan
Maret (B03) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

6. Kemendes PDTT;
7. Kementan;
8. Kementerian PUPR;
9. Kemenhan;
10. BIG;
1 1. LAPAN.

13 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kehutanan

Peta Indikatif
Penghentian
Pemberian lzin
Baru skala
1:250.00O

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Maret (B03) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan

Juni (806) dan Bulan
Desember (B12).

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian ESDM;
6. Kemendes PDTT;
7. Kementan;
8. Kementerian PUPR;
9. BIG.

SK No 054715 C

14. Perwujudan .
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NO KEGTATAN

:..:.1:

KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

,.,.,PENANGGUNGt: ' JAWAB INSTANSI TERK$iT,,

t4. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kehutanan

Peta Pelepasan
Kawasan Hutan
skala 1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (El03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l
Integrasi.

2. Pemutakhiran Bulan
Juni (806) dan Bulan
Desember (B12).

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian ESDM;
5. Kementerian PUPR;

6. Kementan;
7. BIG;
8. LAPAN.

15 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kehutanan

Peta Tata Batas
Area Kerjalzin
Pemanfaatan
Hutan (IUPHHK-
HA/HT/RE) skala
1:50.OO0

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementerian
LHK

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian ATR/BPN;

SK No 054716C

a. Kompilasi
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'',,;,;'. JAWAB

':aa,

INSTANSI TERKAI.T

a. Kompilasi Bulan
Maret (BO3) 2O2l;

b.Integrasi Bulan
Maret (BO3) 2O2L.

2. Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan Bulan
Desember (Bl2) setiap
tahun.

4. Kementerian ESDM;

5. Kemendes PDTT;

6. Kemenfan;
7. Kementerian PUPR;

8. BIG;

9. LAPAN.

16 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kehutanan

Peta lzin Usaha
Pemanfaatan
Hasil Hutan
Kemasyarakatan
Skala 1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202t.

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;

3. Kemendagri;

4. Kementerian ATR/BPN;

5. Kementan;

SK No 054717 C

2. Pemutakhiran . .
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:.'..:a...

INSTANSI TERKAIT

2. Pemutakhiran Bulan
September (BO9)
setiap tahun.

6. Kemendes PDTT;
7. Kementerian ESDM;
8. BIG;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

17. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kehutanan

Peta Hak
Pengelolaan
Hutan Desa Skala
1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
2021.

2. Pemutakhiran Bulan
September (B09)
setiap tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementan;
6. Kemendes PDTT;
7. Kementerian ESDM;
8. BIG;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

SK No 054718 C

18. Perwujudan
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18. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kehutanan

Peta lzin
Pengelolaan
Hutan
Perhutanan
Sosial Skala
1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
September (B09)
setiap tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementan;
6. Kemendes PDTT;
7. Kementerian ESDM;
8. BIG;
9. Pemprov;
10. Pemkab lkota.

19. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Fungsi
Ekosistem
Gambut Skala
1:50.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri

3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementan;

SK No 054837 C

b. Integrasi...
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NO. r.,,,PROGRAM KEGIATAN TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

.,.PENANGGUNG

JAWAB TERKAIT'INSTANSI

b. Integrasi Bulan
Maret (B03) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan Bulan
Desember (Bl2l setiap
ada perubahan/
penetapan baru.

5. BIG;
6. Badan Restorasi

Gambut dan Mangrove
(BRGM).

20. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Kesatuan
Hidrologis
Gambut skala
1:50.O00

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia.
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3)
202t;

b. Integrasi Bulan
Maret (B03) 2021.

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementan;
6. BIG;
7. BRGM.

SK No 054720 C

2. Pemutakhiran
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NO. RAM KEGIATAN
TARGET WAKTU r 

111111,.,1,.,,

PET{YELESAIAN
:.I..PENANGGUNG

,,llllr'.tt,lil,i',, 
JAWAB

2. Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan Bulan
Desember (Bl2l setiap
ada perubahan I
penetapan baru.

2T Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Perizinan Berusaha
di Bidang
Perkebunan

Peta Perizinan
Berusaha di
Bidang
Perkebunan skala
1:50.00O

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia
a. Kompilasi Maret

(BO3) 2O2t;
b. Integrasi Bulan

Maret (B03) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (B12)
setiap tahun.

Kementan 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. BIG;
7. LAPAN;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054830 C

22. Perwujudan

INSTANSI
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PENANGGUNG
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22. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Sebaran
Kegiatan Industri
skala 1:5O.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Maret (BO3) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (Bl2)
setiap tahun.

Kemenperin 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian LHK;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kemendag;
5. Badan Koordinasi

Penanaman Modal
(BKPM);

6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

23. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Daerah
Lingkungan Kerja
dan Lingkungan
Kepentingan
Pelabuhan skala
1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;

Kemenhub 1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian KP;
4. Kementerian LHK;

SK No 054838 C

b. Integrasi
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NO KEGTATAN ], KELUARAN TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

' ri,

]PENANGGUNG
INSTANSI TERMIT

b. Integrasi Bulan
Juni (806) 2O2t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2) setiap
tahun.

5. Kementerian ESDM;
6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

24. Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Kawasan
Keamanan
Operasional
Penerbangan
(KKOP) skala
1:5.00O

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2021;
b. Integrasi Bulan

Juni (806) 2O2t.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (BI2)
setiap tahun.

Kemenhub 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian BUMN;
3. Kemendagri;

SK No 054723 C

25. Perwujudan
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PEI\TYELESAIAN

.,PENANGGUNG

JAWAB INSTANSI TERKAIT

25 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Wilayah
Pusat
Pertumbuhan
Industri skala
1:50.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:

a. Kompilasi Bulan
Maret (B03) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Maret (B03) 2O2I.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kemenperin 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian PUPR;
6. Kementerian

Perdagangan
(Kemendag);

7. Kementerian ESDM;
8. BIG;
9. BKPM;
10. Pemprov;
1 1. Pemkab lkota.

SK No 054839 C

26. Perwujudan

. :.

PROGRAM
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26 Perwujudan IGT
Status

Mewujudkan IGT
Proyek Strategis

Peta Proyek
Strategis Nasional
(PSN) skala
1:50.OOO

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

a. Kompilasi Bulan
Maret (B03) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Desember (B12)
202r.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

Kemenko
Perekonomian

1. Kemenko Marves;
2. Kementeran

PPN/Bappenas;
3. Kemendagri;
4. Kementerian PUPR;
5. Kemenhub;
6. Kementerian ESDM;
7. Kemenperin;
8. Kemenkominfo;
9. Kementerian KP;
10. Kementerian BUMN;
1 1. Kementerian ATR/BPN;
12. Kementerian LHK;
13. Pemprov;
14. Pemkab/kota.

SK No 054725 C

D.2 Perwujudan
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,.,].,,,,,NO.

....:. .,.:::.-

PROGRAM KEGIATAN
.,.

,r]',KELUARAN
TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

''L: i

PENANGGUNG
JAWAB

D.2 Perwujudan IGT Perencanaan Ruang

1 Perwujudan IGT
Perencanaan
Ruang

Mewujudkan IGT
Perencanaan
Ruang

Peta Recana Tata
Ruang Pulau/
Kepulauan skala
1:500.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b.Integrasi Bulan

Desember (Bl2l
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap ada
perubahan/
penetapan baru.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian LHK;
5. BIG;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

SK No 054726C

2. Perwujudan
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NO -:,ll,ll,,,tt,lPRO

:.:.a:::::...... |: 
::

4... :4.

GRAM KEGIATAN TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUN
':,:, JAWAB

G
INSTANSI TERruT.

:l:. "

2 Perwujudan IGT
Perencanaan
Ruang

Mewujudkan IGT
Perencanaan
Ruang

Peta Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) skala
1:5.OO0

1. IGT yang tersedia saat
ini untuk seluruh
wilayah Indonesia
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Juni (806) 2O2l.
2. Pemutakhiran Bulan

Juni (E}06) dan Bulan
Desember (B12) setiap
ada perub ahan I
penetapan baru.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko Perekonomian;
2. Kernendagri;
3. Kementerian LHK;
4. BIG;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

3 Perwujudan IGT
Perencanaan
Ruang

Mewujudkan IGT
Perencanaan
Ruang

Peta Rencana
Zonasi Kawasan
Antarwilayah
skala 1:500.000-
1:50.000

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementerian
KP

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;

SK No 054727 C

a.Kompilasi...
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.:'..' ...PENANGGUNG
::.""''' JAWAB INSTANSI

a. Kompilasi Bulan
Maret (BO3) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Desember (BL2)
202r.

2. Pemutakhiran
Bulan Desember
(Bl2) setiap ada
perubahan/
penetapan baru.

4. Kemendagri;
5. Kemenlu;
6. Kementerian ATR/BPN;
7. Kementerian ESDM;
8. Kemenhub;
9. Kemenparekraf;
10. Kemenkominfo;
11. Kementerian LHK;
12. Setkab;
13. BIG;
14. Pushidrosal TNI - AL.

4 Perwujudan IGT
Perencanaan
Ruang

Mewujudkan IGT
Perencanaan
Ruang

Peta Rencana
Zonasi Kawasan
Strategis Nasional
Tertentu skala
1:5O0.OOO
1:5.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2L;

Kementerian
KP

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;

SK No 054728C

b. Integrasi
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i

INSTANSI TERI(AIT

b. Integrasi Bulan
Desember (Bl2)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
ada perubahanl
penetapan baru.

5. Kemenlu;
6. Kementerian ATR/BPN;
7. Kemenhan;
8. Kementerian ESDM;
9. Kemenhub;
10. Kemenparekraf;
1 1. Kemenkominfo;
12. Kementerian LHK;
13. Setkab;
14. BIG;
15. Pushidrosal TNI - AL.

5 Perwujudan IGT
Perencanaan
Ruang

Perwujudan IGT
Perencanaan
Ruang

Peta Rencana
Zonasi Kawasan
Strategis Nasional
skala 1:500.000 -
1:5.O00

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;

Kementerian
KP

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;

SK No 054729 C

b. Integrasi .
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b. Integrasi Bulan
Desember (B12)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
ada perub ah,an I
penetapan baru.

5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kementerian ESDM;
7. Kemenhub;
8. Kemenparekraf;
9. Kemenkominfo;
10. Kementerian PUPR;
11. Kementerian LHK;
12. Setkab;
13. BIG;
14. Pushidrosal TNI - AL.

D.3 Perwujudan .

SK No 054730 C
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D.3 Perwujudan IGT Potensi

1 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Neraca
Penatagunaan
Tanah skala
1:50.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Maret (Et03) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (B12)
setiap tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kementerian LHK;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

2 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Potensi Sumber
Daya dan
Lingkungan

Peta Lahan Sawah
yang Dilindungi
minimal skala
1: 5.000

l.lGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

SK No 054840 C

a Kompilasi . . .
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a. Kompilasi Bulan
Maret (B03) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Maret (E}03) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

3. Kemendagri;
4. Kementerian PUPR;
5. Kementan;
6. Kementerian LHK;
7. Kementerian ESDM;
8. Kemenperin;
9. Kemendes PDTT;
10. BIG;
1 1. Pemprov;
12. Pemkab lkota.

3 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Kawasan
Gudang BUMN
skala 1:50.OO0

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2I;

Kementerian
BUMN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;

SK No 054732C

b. Integrasi...

,]. .KELUARAN
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b. Integrasi Bulan
Desember (Bl2)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

4. Kemendag;
5. Kementan;
6. Kemenperin;
7. Kementerian PUPR

4 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Cekungan
Air Tanah
minimal skala
1:250.000

IGT yang tersedia saat
ini untuk seluruh
wilayah Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (Bl2l
202r.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kementerian PUPR;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 0.5484i C

5. Perwujudan .
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NO. , PROGRAM KEGIATAN :':..:,:.::,::::,ffi1

:' ,..

UARAN
TARGET WAKTU
PENYPL€SAIAN

.),.,
. PENANGGUNG

JAWAB INSTANSI TERTIf .

5 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Kerentanan
Likuifaksi skala
1:1OO.00O

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (803) 2O2I;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202r.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

3. Target Pemutakhiran
cakupan wilayah
tahun:

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian PUPR;
6. BIG;
7. Badan Nasional

Penanggulangan
Bencana (BNPB);

8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054734C

a. 2O2I . .
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NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

a. 2O2l: Jawa
Tengah, Jawa
Timur, Jawa
Barat dan
Banten;

b. 2022: Aceh,
Sumatera Utara
dan Sumatera
Barat;

c. 2023: Bengkulu,
Jambi, dan
Lampung;

d. 2024: Sulawesi
Tengah dan
Gorontalo.

6 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Patahan Aktif
Indonesia skala
1:50.O00

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemendagri;
3. Kementerian ATR/BPN;

SK No 054735 C

a. Kompilasi
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KEGI,ATAN ,',,,,,,,,,,,,, ti..IKELLIA.FIAN TARGgT WA}MU
PEI{YELESAIAN

,.]IPENANGGUNG

r ,'" JAWAR INSTANSI

a. Kompilasi Bulan
Maret (B03) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Maret (BO3) 2O2I.

2. Pemutakhiran
Bulan Desember
(B12) setiap tahun.

3. Target
Pemutakhiran
cakupan wilayah
tahun:
a. 2O2I: Jawa, Bali,

Nusa Tenggara,
Sumatera'

b. 2022:
Kalimantan;

c. 2023: Sulawesi;
d. 2024: Papua.

4. BIG;
5. BNPB;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

SK No 054736C

7. Perwujudan .

NO,;',l
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NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

] PENANGGUNG
. . . JAWAB INSTANSI TERKAIT

7 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Sebaran
Terminal Bahan
Bakar Minyak dan
Terminal LPG
skala 1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (803) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202t

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian BUMN;
6. Kemenperin;
7. Kemendag;
8. Kemenhub.

8 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Lokasi Kilang
Minyak skala
1:5O.OO0

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementerian
ESDM

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;

SK No 454842C

a Kompilasi
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NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

a. Kompilasi Bulan
Maret (BO3) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Desember (B12)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l
setiap tahun.

3. Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Kemendagri;
5. Kementerian BUMN;
6. Kemenperin;
7. Kemendag;
8. Kemenhub.

9 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Kerentanan
Pesisir skala
1:25O.00O -
1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (Bl2)
202t.

Kementerian
KP

1. Kemenko Marves;
2. Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia
(LrPr);

3. LAPAN;
4. Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG);

SK No 054843 C

2. Pemutakhiran
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KEGIATAN ..l' P,ENANGGUNG.,]' , JAWAB

I, t..,.11t1.i,.1,, 
,1,;,,

TER&IT'INSTANSI

2. Pemutakhiran
Bulan Desember
(B12) setiap tahun.

5. BIG;
6. BNPB;
7. Pushidrosal TNI - AL.

10. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Potensi Sumber
Daya dan
Lingkungan

Peta Potensi
Perikanan
Budidaya skala
1:50.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (Bl2)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Et12)
setiap tahun.

Kementerian
KP

1. Kemenko Marves;
2. LTPI;

3. BIG;
4. Pushidrosal TNI - AL.

SK No 054739 C

1 1. Perwujudan
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N0;i RAM KEGIATAN TARGET WAKTU
PEI{YELES6141J 1r.,,,,,,,,,:

1r'1'1,,PENANGGUNG

1,' ' JAWAB INSTANSI

11. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Wilayah Kerja
dan Pengoperasian
Pelabuhan
Perikanan (WKOPP)
skala 1:5O.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (E}03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (Bl2)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
KP

1. Kemenko Marves;
2. Kemenhub;
3. BIG;
4. Pushidrosal TNI - AL;
5. Pemprov.

12. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Potensi Sumber
Daya dan
Lingkungan

Peta Potensi
Sumber Daya
Arkeologi Maritim
skala 1:250.OO0
dan 1: 10O.OOO

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementerian
KP

1. Kemenko Marves;
2. Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan
(Kemendikbud);

SK No 054740C

a.Kompilasi...

i r, . , 
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NO, RAM KEGIATAN
':: a::::.: ..:.:.. - .'

tt,'-;;,-,'ryt'UARAN TARGET 1ryr414'1g'':,,,i:111111;11,r1ilr

PEI{YELESAIAN 
"',,,,.....,.,t..,:ttttt,

I. PENANGGUN
:rrrltl r, .;'R1tr743

G
INSTANSI TERKAIT

a. Kompilasi Bulan
Maret (B03) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Desember (B12)
2012.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l
setiap tahun.

3. LIPI;
4. BIG;
5. Pushidrosal TNI - AL.

13 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Potensi Sumber
Daya dan
Lingkungan

Peta skala Lahan
Garam
1:25.00O

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202t.

Kementerian KP 1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kemenperin;
4. Kementerian BUMN;
5. BIG;
6. Badan Pusat Statistik

(BPS);

SK No 054741 C

2. Pemutakhiran...
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RAM KEGI,ATAN
],lrrtrtitllrllllrrr trl,:r:'l .llt'.. 

ll'. t .lll.

,.' 
1..',,111...,1,,,,,'.1I,.I(ELUARAN

TARGET ]I]]]]PENANGGUNG
,,, ' ';61y49 INSTANSI

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

t4 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Fasilitas Sosial
Fasilitas Umum
(Fasos Fasum) dan
Utilitas

Peta Sebaran
Lokasi Akses
Layanan Keuangan
skala 1:50.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Maret (B03) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (B12)
setiap tahun.

Kemenko
Perekonomian

1. Kemenkeu;
2. Kemendag;
3. Kemenkop UKM;
4. Kementerian BUMN;
5. Bank Indonesia (BI);
6. BPS;
7. Otoritas Jasa

Keuangan (OJK);
8. Pemkab/kota.

15. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Rawan Erosi
skala 1:50.000

1 IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;

SK lrlo 054742 C

a Kompilasi

NO.,,
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NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAIffU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

a. Kompilasi Bulan
September (B09)
202t;

b. Integrasi Bulan
Desember (Bl2)
2021.

2. Pemutakhiran
Bulan Desember
(Bl2l setiap tahun.

3. Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Kementerian PUPR;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. BNPB;
7. BIG.

16. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Lahan Kritis
skala 1:50.000

l.lGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:
a. Kompilasi

September
2022;

b. Integrasi
Desember
2022.

tersedia
untuk

wilayah

Bulan
(B0e)

Bulan
(B 12)

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kementerian PUPR;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. BNPB;
7. BIG.

SK No 054743 C

2. Pemutakhiran
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, INSTANSI

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

t7. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Rawan
Kebakaran Hutan
dan Lahan skala
1:250.000

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

a. Kompilasi Bulan
Desember (Bl2)
202t;

b. Kompilasi dan
Integrasi Bulan
Maret (E}03) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian ESDM;
6. Kemendes PDTT;
7. Kementan;
8. Kementerian PUPR;
9. BNPB;
10. BIG;
11. LAPAN;
12. Pemprov;
13. Pemkab/kota.

SK No 054832C

18. Perwujudan .

TERKAIT: I
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.:a::, .. .. ;...:



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

RAM KEGIATAN ARAN
TARGET W ArffU,,',',',"":".

PEI\TYELESAIAN

.'TiPENANGGUNG

,, JAWAR' ..: : ...

INSTANSI

18 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Mangrove 1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b.Integrasi Bulan

Desember (B12)
202t.

2. Pemutakhiran
Bulan Desember
(B12) setiap tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kemendagri;
4. Kementerian KP;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. LIPI;
8. BRGM;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

t9 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Daya Dukung
Daya Tampung
Lingkungan Hidup
(DDDTLH) minimal
skala 1:5O.O0O

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementerian
LHK

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;

SK No 054745 C

a. Kompilasi

NO..,
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NO.

...t-....,.,.

r,: l'r,,iIPROGRAM KEGIATAN TARGET rry661g,rr,,,.,l, r, 
r,,
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JAWAB INSTANSI TERKAIT,..,.,,.,
.. ..a - . ...: : .a: : ,, ,:,..

a. Kompilasi Bulan
Maret (B03) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
September (BO9)
20t2.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian ESDM;
6. Kementerian PUPR;
7. Kementan;
8. BIG;
9. BMKG;
10. LAPAN;
11. Pemprov;
12. Pemkab/kota.

20 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Pemantauan
Sampah Laut
skala 1:250.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

September (BO9)
202r.

Kementerian
LHK

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian ESDM;

SK No 054746C

2. Pemutakhiran.
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NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l
setiap tahun.

6. Kementerian KP;
7. Kementerian PUPR;
8. Kemenhub;
9. BIG;
10. BMKG;
11. LAPAN;
T2. LIPT.

2t. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Daerah Irigasi
Rawa skala
1:5.000

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

a. Kompilasi Bulan
Maret (BO3) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Juni (806) 2O2t.

Kementerian
PUPR

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementan;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian LHK;
6. BIG;

SK No 054747 C

2. Pemutakhiran
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INSTANSI

2. Pemutakhiran
Bulan Desember
(B12) setiap tahun:

3. Target Pemutakhiran
cakupan wilayah
tahun :

a. 2021: Kalimantan
dan Sumatera;

b. 2022: Papua.

7. LAPAN;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

22. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Fasos Fasum dan
utilitas

Peta Daerah
Irigasi Tambak
skala 1:5.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b.Integrasi Bulan

Juni (806) 2O2t.

Kementerian
PUPR

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementan;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementeran LHK;
6. Kementerian KP;
7. BIG;

SK No 054748 C

2. Pemutakhiran .

'' 
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NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB

INSTANSI TERKAIT

2. Pemutakhiran
Bulan Desember
(B12) setiap tahun.

3. Target Pemutakhiran
cakupan wilayah
tahun:
a. 2O2I: Jawa,

Sulawesi dan
Kalimantan;

b. 2022: Sumatera.

8. LAPAN;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

23. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Neraca
Sumber Daya Air
skala 1:5O.OO0

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;

Kementerian
PUPR

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kemendagri;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ATR/BPN;

SK No 054749 C

b. Integrasi
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NO GRAM KEGIATAN , ' ',I.I.KEL{JARAN
TARGET WAKTU ., 

..

PEI{YELESAIAN
PEJ{ANGGUNG

,r,,, I'JAWAB INSTANSI TERKAIT

b.Integrasi Bulan
Desember (Bl2)
202r.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bt2)
setiap tahun.

6. Kementan;
7. Kementerian ESDM;
8. BIG;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

24 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Lokasi
Danau, Situ dan
Embung skala
1:50.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Juni (E}06) 2O2l;
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (B12)
setiap tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian LHK;
6. Kementan;
7. Kementerian ATR/BPN;
8. BIG;
9. Pemprov;
1O. Pemkab/kota.

SK No 054750 C

25.Perwujudan...
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INSTANSI TERKAIT

25 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Kawasan
Permukiman
Kumuh skala
1:5.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Juni (806) 2O2l;
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (Bl2l
setiap tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kemendagri;
6. Kementerian LHK;
7. Kementerian Kesehatan

(Kemenkes);

26 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Lokasi
Kegiatan Logistik
dan Pergudangan
skala 1:50.0OO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;

Kemendag 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kemenperin;
4. Kementerian BUMN;
5. Kemenkop UKM;

SK No 054751 C

b. Integrasi
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b. Integrasi Bulan
Maret (B03) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (E}12)
setiap tahun.

6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota

27. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran
Pasar Ralryat dan
Pasar Desa skala
1:5O.000
- 1:5.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2I;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

Kemendag 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kemendes PDTT;
4. Kementerian PUPR;

5. Kemenperin;
6. Kementerian BUMN;
7. Kemenkop UKM;
8. BIG;
9. Pemprov;
1O. Pemkab/kota;

SK No 054752C

28. Perwujudan
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28. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran Pasar
Induk, Terminal
Agribisnis, Pasar
Komoditi dan
Pusat Distribusi
Regional skala
1:50.000 - 1:5.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202r.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

Kemendag 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kemendes PDTT;
4. Kementerian PUPR;
5. Kemenperin;
6. Kementerian BUMN;
7. Kemenkop UKM;
8. BIG;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

29 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Alur
Pelayaran Laut
skala 1:50.OO0

1.IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kemenhub 1. Kemenko Marves;
2. Kemenko Perekonomian;
3. Kementerian KP;

SK No 054753 C

a. Kompilasi
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a. Kompilasi Bulan
Maret (BO3) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Desember (B12)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

4. BIG;
5. Pushidrosal TNI - AL.

30 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Sarana
Bantu Navigasi
Pelayaran skala
1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Maret (B03) 2O2I.

Kemenhub 1. Kemenko Marves;
2. Kernenterian KP;

3. BIG;
4. Kemenkominfo;
5. Pushidrosal TNI - AL.

SK No 054754C

2. Pemutakhiran . . .
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2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

31 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Sebaran
Sarana Bantu
Navigasi
Pelayaran (SBNP)
Penyeberangan
skala 1:50.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Maret (B03) 2O2l.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (B12)
setiap tahun.

Kemenhub 1. Kemenko Marves;
2. Kementerian KP;
3. BIG;
4. Kemenkominfo;
5. Pushidrosal TNI - AL;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

32. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Ruang Udara
skala 1:50.000

1.IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kemenhub 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemenko Marves;
3. Kementerian BUMN;

SK No 054755 C

a Kompilasi . . .

N0.'.'
.t.i
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a. Kompilasi Bulan
Maret (B03) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Juni (806) 2O2t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Et12)
setiap tahun.

4. Kemenhan;
5. TNI-AU;

33 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Potensi Sumber
Daya dan
Lingkungan

Peta Cetak
Sawah Indonesia
skala 1:5.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (Bl2)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

Kementan 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

SK No 054756C

34. Perwujudan
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34 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Lahan
Pertanian
Tanaman Pangan
skala 1:5O.OO0

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (E}03)
202t;

b. Integrasi Bulan
Desember (B12)
2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

Kementan 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas

3. Kemendagri;
4. Kemendag;
5. Kementerian LHK;
6. Kementerian ATR/BPN;
7. BIG;
8. LAPAN;
9. Pemprov;
1O. Pemkab/kota.

35 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Lahan
Pertanian
Hortikultura
skala 1: 50.000

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

Kementan 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kementerian LHK;

SK No 054844C

a. Kompilasi .
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a. Kompilasi Bulan
Maret (BO3) 2O2l;

b. Integrasi Bulan
Desember (812)
2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l
setiap tahun.

4. Kementerian ATR/BPN;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

36 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Lahan
Perkebunan skala
1:50.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2t;
b. Integrasi Bulan

Desember (Bl2l
202t.

Kementan 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

SK No 054758 C

2. Pemutakhiran...
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2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

37 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Lahan
Peternakan skala
1:50.000

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2I;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202r.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

Kementan 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

SK No 054759 C

38. Perwujudan .
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38 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Rawan Banjir
skala 1:50.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (Bl2)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (B12)
setiap tahun.

BIG 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Kementerian PUPR;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. BIG;
7. BMKG;
8. BNPB
9. LAPAN;
10. Pemprov;
1 1. Pemkab/kota.

39. Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Seismisitas
Gempa Bumi
skala 1:50.OO0
1:25.OOO

1. IGT yang
saat ini
seluruh
Indonesia:

tersedia
untuk

wilayah

BMKG 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian ESDM;
3. Kementerian PUPR;

SK No 054760 C

a. Kompilasi
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a. Kompilasi Bulan
Maret (B03) 2O2l;

b.lntegrasi Bulan
Maret (B03) 2021.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (BI2l
setiap tahun.

4. BIG;
5. BNPB

40 Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Terumbu
Karang skala
1:50.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (B03) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Desember (B12)
202t.

2. Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2)
setiap tahun.

LIPI 1. Kemenko Marves;
2. Kementerian KP;
3. Pemprov;
4. Pemkab/kota.

SK No 054761 C

41. Perwujudan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU
PEIVYELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

4t Perwujudan IGT
Potensi

Mewujudkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran
Objek Vital
Nasional Skala
1:50.OOO

1. IGT yang tersedia
saat ini untuk
seluruh wilayah
Indonesia:
a. Kompilasi Bulan

Maret (BO3) 2O2l;
b. Integrasi Bulan

Juni (806) 2O2t.
2. Pemutakhiran Bulan

Desember (B12)
setiap tahun.

Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
(PoLRr)

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan (Kemenko
Polhukam);

3. Kemendagri;
4. Kementerian

Sekretariat Negara
(Kemensetneg);

5. Setkab;
6. Kementerian BUMN;
7. Kementerian ESDM;
8. Kemenperin;
9. Kementerian PUPR;
10. Kemenhub;

SK No 054762C

11. Kemendikbud
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11. Kemendikbud;
12.Kemenparekraf;
13. Badan Intelijen Negara

(BrN);
14. BIG.

E. PEMUTAKHIRAN IGT

8.1 Pemuktahiran IGT Status
1 Pemutakhiran

IGT Status
Memutakhirkan IGT
Pertanahan

Peta Hak Guna
Usaha (HGU),
minimal pada
skala 1:5O.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (806) dan Bulan
Desember (BI2l setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kementan;
2. Kementerian BUMN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ESDM;
5. Kementerian PUPR;
6. Kemendes PDTT;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054763 C

2. Pemutakhiran...
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2 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Pertanahan

Peta Hak
Pengelolaan (HPL),
minimal pada
skala 1:5O.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (806) dan Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kementan;
2. Kementerian BUMN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ESDM;
5. Kementerian PUPR;
6. Kemendes PDTT;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

3 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Pertanahan

Peta Hak Guna
Bangunan (HGB)
minimal pada
skala 1:50.0OO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (806) dan Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemendagri;
2. Kemenperin;
3. Kementan;
4. Kementerian BUMN;
5. Kementerian LHK;
6. Kementerian ESDM;
7. Kementerian PUPR;

SK No 054764C

8. Kemendes
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8. Kemendes PDTT;
9. BIG;
10. Pemprov;
1 1. Pemkab lkota.

4 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Pertanahan

Peta Hak Ulayat,
minimal skala
1:50.00O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemendagri;
2. Kementerian LHK;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian ESDM;
5. Kementerian PUPR;
6. Kemendes PDTT;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054765 C

5. Pemutakhiran . .
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5 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Perizinan Lokasi
dan kesesuaian
kegiatan
pemanfaatan ruang

Petalzin Lokasi
dan peta
kesesuaian
kegiatan
pemanfaatan
ruang, minimal
pada skala
1:50.O00

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemendagri;
2. Kementan;
3. Kemenperin;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ESDM;
6. Kementerian PUPR;
7. Kemenhub;
8. Kementerian KP;
9. BIG;
10. Pemprov;
11. Pemkab/kota.

6 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Batas Wilayah

Peta Batas
Administrasi
Provinsi, Peta
Batas Administrasi
Kabupaten /Kota
skala 1:50.00O

Seluruh Wilayah
Indonesia
Pemutakhiran
Bulan Juni (E}06) dan
Bulan Desember (812)
setiap tahun.

Kemendagri 1. Kementerian ATR/BPN;
2. Kemenlu;
3. LAPAN;
4. BIG;
5. Direktorat Topografi

TNI AD;

SK No 054766C

6. Pemprov
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6. Pemprov;
7. Pemkab/kota

7 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Batas Wilayah

Peta Batas
Administrasi
Desa/Desa Adat
dan Peta Batas
Administrasi
Kelurahan
minimal skala
1:10.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (806) dan Bulan
Desember (B12) setiap
tahun:
Desa:
2O2I: 10 Provinsi
2022: 12 Provinsi
2023: 11 Provinsi

Kelurahan:
2O2l: 5 Provinsi
2022: 13 Provinsi
2023: 15 Provinsi

Kemendagri 1. Kemendes PDTT;
2. Kementerian

ATR/BPN;
3. BIG;
4. LAPAN;
5. Kementerian LHK;
6. Kementerian KP;
7. Direktorat Topografi

TNI AD;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

S1( No 054767 C

8.Pemutakhiran...
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8 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Persebaran
Lokasi
Transmigrasi
skala 1:50.O0O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2) setiap
tahun.

Kemendes
PDTT

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. Kementan;
6. Kementerian PUPR;
7. Kemenhub;
8. BIG;
9. LAPAN;
10. Pemprov;
1 1. Pemkab lkota.

9 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Persebaran
Kawasan
Transmigrasi
Skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

Kemendes
PDTT

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementan;

SK No 054768 C

5. Kementerian
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5. Kementerian PUPR;
6. Kemenhub;
7. BIG;
8. LAPAN;
9. Pemprov;
10. Pemkab lkola.

10 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhiran IGT
Migas dan Minerba

Peta Perizinan
berusaha di
bidang
pertambangan
skala 1:50.0OO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Maret (BO3), Bulan
Juni (806), Bulan
September (BO9) dan
Bulan Desember (B12)
setiap tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kemendagri;
4. Kementerian KP;

5. Kementerian LHK;
6. Kementerian ATR/BPN;
7. Kementerian PUPR;
8. Kemenhub;

SK No 054831 C

9. Kementerian
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PENANGGUNG
,''l'lt,'.,.,l.t.I JAWAB INSTANSI TERKAIT

9. Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia;

10. BIG;
1 1. Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK);
12. Pushidrosal TNI - AL;
13. Pemprov;
14. Pemkab/kota.

11. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhiran IGT
Migas dan Minerba

Peta Wilayah
Kerja Migas skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Maret (BO3), Bulan
Juni (806), Bulan
September (B09) dan
Bulan Desember (Bl2l
setiap tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian KP;

6. Kementerian LHK;

SK No 054770 C

7. Kementerian



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO: KEGIATAN
,, ;;:,t ;,.::1L1,':.; 

.,,'.;,:::,1t:'':

.ii.i..i.i..i,IrcryJ4RAN
TARGET WAI.ffU,.
PEI{'ITELESAIAN

.rr.r,,PENANGGUNG

.,,,r.: JAWAB

. ,,,.1:. .,..:,,a.:.,:,: ' ,,::..:,,.

INSTANSI TFRKAf[,,,,I

7. Kementerian ATR/BPN;
8. Kementerian PUPR;
9. BIG;
10. Pemprov;
11. Pemkab/kota.

t2. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Penetapan
Kawasan
Ekonomi Khusus
(KEK), minimal
pada skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juli (806) dan Bulan
Desember (Bl2l Setiap
ada perub a}:,an I
penetapan baru.

Kemenko
Perekonomian

1. Kementerian ATR/BPN;
2. Kemendag;
3. Kemenperin;
4. Kemenparekraf;
5. Kementerian LHK;
6. Kemendagri;
7. BKPM;
8. BIG;
9. Pemprov;
10. Pemkab lkota.

SK No 054771 C

13. Pemutakhiran



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO. :, PROGRAM KEGIATAN
,...:..:.,::'t::aL. ..

.,,.,KELUARAN
TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

,tl,r"rPENANGGUNG
] JAWAB INSTANSI

' '''. 
,,. .,

:. .,' :1,,'l

TERKAIf',.

13. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Kawasan
Perdagangan
Bebas dan
Pelabuhan Bebas
(KPBPB) skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juli (8O6) dan Bulan
Desember (BI2l Setiap
ada perubahan/
penetapan baru.

Kemenko
Perekonomian

1. Kemendagri;
2. Kementerian

PPN/Bappenas;
3. Kemendag;
4. Kemenhub;
5. Kementerian PUPR;
6, BKPM;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

t4. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Indikatif T\rmpang
Tindih Pemanfaatan
Ruang

Peta Indikatif
Tumpang Tindih
antar IGT (PITTI)
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (812) setiap
tahun.

Kemenko
Perekonomian

1. Kemendagri;
2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ESDM;
5. Kemendes PDTT;
6. Kementan;

SK No A54772C

7. Kemenperin .



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-80-

N0;l ':',"",::;,,;;t,,,,..t,",,,t"|ffie,G

.:'.,a' ,:..a., ...
RAM KEGIATAN TARGET WATffU

PEI{YELESAIAN
',T,PENANGGUNG' ,'' JAWAB INSTANSI

7. Kemenperin;
8. Kementerian KP;
9, BIG;
10. Pemprov;
1 1. Pemkab/kota.

15. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Batas Wilayah

Peta Batas Darat
Negara skala
1:25.00O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (812) setiap
ada kesepakatanf
penetapan baru.

Kemenlu 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Kementerian KP;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian LHK;
6. Kemenhan;
7. Direktorat Topografi

TNI AD;
8. LAPAN;
9. Pemprov;
10. Pemkab lkota.

SK No 054773 C

16. Pemutakhiran...

'. ',. -1..i,:rrrilll' ,,rit,,lrl

.. ,KEIffAMN tnR{fl{.l....,,,



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO ,, ,.,:,rr,r,PR0GRAM KEGIATAN
,-:.. '

:. KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
',,"':"' JAWAB INSTANSI TERKAIT

L6. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Batas Wilayah

Peta Batas ["aut
Negara skala
1:1.00O.00O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (BI2) setiap
ada kesepakatanl
penetapan baru.

Kemenlu 1. Kemenhan;
2. Kementerian KP;

3. Kementerian ESDM;
4. Pushidrosal TNI- AL;
5. BIG.

t7. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kehutanan

Peta Penetapan
Kawasan Hutan
pada skala
1:100.000 -
1:50.O0O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Maret (BO3), Bulan
Juni (Et06), Bulan
September (B09) dan
Desember (812) setiap
tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemendagri;
2. Kementerian LHK;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian PUPR;

5. BIG;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

SK No 054774C

18. Pemutakhiran. .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO. ., PROGRAM KEGIATAN
''''..
,, ',,,..,,KELLJARAN

TARGET WAKTU
PEI\TYELESAIAN

''PENANGGUNG
. JAWAB INSTANSI TERKAIT

18. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kehutanan

Petalzin
Pemanfaatan
Kawasan Hutan
(IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT dan
IUPHHK-RE),
minimal pada
skala 1:50.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

Kementerian
LHK

l. Kemendagri;
2. Kementerian ATR/BPN;
3. BIG;
4. Pemprov.

T9 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kehutanan

Peta Hutan
Tanaman Rakyat
(HTR), minimal
pada skala
1:5O.O0O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
September (B09) setiap
tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemendagri;
2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementan;
4. Kemendes PDTT;
5. BIG;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

SK No 054845 C

20. Pemutakhiran . . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERI(AIT

20 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kehutanan

Peta Kawasan
Hutan dengan
Tujuan Khusus,
minimal pada
sakala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
September (B09) setiap
tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemendagri;
2. Kementerian ATR/BPN;
3. BIG;
4. Pemprov;
5. Pemkab/kota.

2r. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kehutanan

Peta Hutan Adat,
Minimal pada
skala 1 : 50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
September (B09) setiap
tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemendagri;
2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementan;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ESDM;
6. Kemendikbud;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054776C

22. Pemutakhiran



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESI,A

-84-

NO
,r,:11.,t.... ..,a,..:

''rirI,IPROGRAM
:'r.ll

KEGIASAN :1,,:rrKEf[J[RAN TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

l,I,PENANGGUwC. JAWAB

i rll,., i:,:

INSTANSI TERKAIT

22 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kehutanan

Peta
Penunjukkan
Kawasan Hutan
skala 1:250.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran
Desember (812) setiap
tahun atau setiap ada
penetapan baru.

Kementerian
LHK

1. Kemendagri;
2. Kementerian KP;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian PUPR;
5. Kementan;
6. Kemendes PDTT;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

23 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kehutanan

Peta Indikatif
Alokasi Kawasan
Hutan untuk
Penyediaan
Sumber TORA
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan Bulan
Desember (B12) setiap
ada peruba}lanl
penetapan baru.

Kementerian
LHK

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kemendes PDTT;
6. Setkab;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054777 C

24. Pemutakhiran .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO KEGIATAN
:...

,',',..,.:.,,l IKE'LUARAN
TARGET WAKTU
PEUYB.I,BSAIAN

,.PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI

' t t't't '

TERKATT

24. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Kawasan
Industri Eksisting
dan Peta Rencana
Kawasan Industri
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

Kemenperin 1. Kemendagri;
2. Kementan;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. BIG;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

25. Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Kawasan
Cagar Budaya
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kemendikbud 1. Kemendagri;
2. Kemenparekraf;
3. Kemenhan;
4. Kemenperin;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kementerian PUPR;
7. Kementerian LHK;
8. Kementerian ESDM;
9. Kementan;
10. Kementerian KP;
1 1. Pemprov;
12. Pemkab/kota.

SK No 054778C

26. Pemutakhiran . . .

, :.:::PROGRAM



PFIES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO ,,. 'PROGRAM KEGIATAN ARAN
TARGET WAKTU
PET{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB

INSTANSI TERKAI?

26 Pemutakhiran
IGT Status

Memutakhirkan IGT
Kawasan Khusus

Peta Sebaran
Lokasi Cagar
Budaya skala
1: 50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kemendikbud 1. Kemendagri;
2. Kemenparekraf;
3. Kemenhan;
4. Kemenperin;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kementerian PUPR;
7. Kementerian LHK;
8. Kementerian ESDM;
9. Kementan;
10. Kementerian KP;
1 1. Pemprov;
12. Pemkab/kota.

8.2 Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang

1 Pemutakhiran
IGT
Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta RTRW
Nasional
(RTRWN) skala
1:1.000.O00

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran setiap
ada perub ahan I
penetapan baru.

Kementerian
ATR/BPN

1

2

3

Kemenko
Perekonomian;
Kementerian
PPN/Bappenas;
Kemen

Sl( No 054779 C

4. Kementerian



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-87 -

NO KEGIATAN '.'i r., :.'.l' 
:l I,,II:I:,KELUARAN

. :4.:

TARGET WAKTU
PET{YELESAIAN

l],P.ENANGGUNG
1,.1 ,.,1: ', JAWAB

INSTANSI
:: :. ,i..i,1i,,t,,, ,t:. ::,: 

a

TERI@lT.,,,,l,r ,,'

4. Kementerian LHK;
5. Kementerian KP;
6. Kementerian PUPR;
7. Kemenhub;
8. Kementerian ESDM;
9. Kementan;
1O. BIG;
11. LAPAN;
12. Pemprov.

2 Pemutakhiran
IGT
Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaarl Ruang

Peta RTRW
Provinsi skala
1:250.0O0

Seluruh Wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (806) dan Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian KP;
5. Kementerian PUPR;
6. Kemenhub;
7. Kementerian ESDM;
8. Kementan;

SK No 054780 C

8. BIG



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-88-

....,1....',.ll,l . 
.,,,rr. ..r,l,l.i

r :r,r,lrrr I:FROGRAM
.....,., .... t.. :..

KEGIATAN , 

l',:,:.lr::tl.., IKFLUARAN
a .' ,, ...:. ,.t. . .

TARGET WAKTU
PEI{YELESAtrAN''']' "','.,,,,

,.,PENANGGUN
lll':1', J6\Y6g

G
INSTANSI

9. BIG;
10. LAPAN;
1 1. Pemprov;
12. Pemkab lkota.

3 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta RTRW
Kabupaten skala
1:50.OOO dan
RTRW Kota skala
1:25.0OO

Seluruh Wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (806) dan Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian KP;
5. Kementerian PUPR;
6. Kemenhub;
7. Kementerian ESDM;
8. Kementan;
9. BIG;
1O. LAPAN;
11. Pemprov;
1 2 . Pemk ab lkota.

SK No 054781 C

4. Pemutakhiran

,,ti

N0,;



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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KEGIATAN ,' -,,,,li,,KSI;LJARAN
TARGET WAKT'II ]'r' rirl

PEI{YELESAIAN
INSTANSI TE ....,. ....:4.-.::.::-........ :

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian KP;

6. Kementerian PUPR;

7. Kemenhub;
8. Kementerian ESDM;
9. Kementan;
10. BIG;
11. LAPAN;

12. Pemprov;
13. Pemkab/kota.

4 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta RTR KSN
1:250.OOO -
1:5.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2) setiap
tahun.

SK No 054782C

5. Pemutakhiran



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO ]i]PROGRAM KEGIATAN ,:r,:,,I{ELU

.4,:,1

ARAN
TARGET WAKTU
PEI\TYELESAIAN

,,,,TTT,PENANGGUNG
:1':,1::l: JAWAB

INSTANSI

5 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional skala
1:250.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2) 2O2O
setiap 5 tahun (setiap
ada perubahan I
penetapan baru).

Kementerian
PPN/Bappenas

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementan;
5. Kemenhub;
6. Kementerian ESDM;
7. Kementerian PUPR;

8. Kemenparekraf;
9. Kemenperin;
10. Kementerian KP;

11. Kemenkes;
12. Kemendikbud;
13. BIG;
14. Pemprov;
15. Pemkab/kota.

SK No 054783 C

6.Pemutakhiran...



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO.,,,' KEGIATAN

-aa,:,,. ::: ::: .:,a.:.:::.::.1 .

rrrr,,r,,l1.'r TT1IKELUARAN
TARGET WAKTU
PE}.tYELESAIAN

INSTANSI

6 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta RKP skala
1:250.0O0

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B 12) setiap
tahun.

Kementerian
PPN/Bappenas

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementan;
5. Kemenhub;
6. Kementerian ESDM;
7. Kementerian PUPR;

8. Kemenparekraf;
9. Kemenperin;
10. Kementerian KP;

1 1. Kemenkes;
12. Kemendikbud;
13. BIG;
14. Pemprov;
15. Pemkab/kota.

SK No 054784C

7. Pemutakhiran. . .

':t:.,. :..:,::::.::::,,::... 
.,,::.,,,.'. .-

:',:1;111111,1;,1111:,;:1:;:;;p;.,.pQfi ,
. I '. r.l a.l ..rr' , i.'

RAM



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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':.

NO.:r, RAM KEGIATAN
. -'tt'::::."'::" 

'

,',.::,,,,,,:1,,,,,;::,',.:.,,|ffEyuURAN
TARGET WAKTU 

,,

PEI{YELESAI"AN
rllll, P,,ENANGGUNG
titrrr',]. JAWAB

7 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta Kawasan
Wilayah
Pertahanan
Negara skala
1:1.OO0.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran setiap
ada perub ahan I
penetapan baru.

Kemenhan 1. Kemendagri;
2. Kernenterian ATR/BPN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian KP;
5. LAPAN;
6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

8 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta Rinci
Wilayah
Pertahanan
Negara skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B 12) setiap
tahun.

Kemenhan 1. Kemenko Polhukam;
2. Kementerian

PPN/Bappenas;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. Kementerian LHK;
6. Kementerian KP;
7. LAPAN;

SK No 054785 C

8. BIG



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESI.A
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NO. iPROGRAM KEGIATAN ,KELUARAN
..::. '

TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

.PENANGGUNG

JAWAB INSTANSI TEBK&T

8. BIG;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

9 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta Rencana Tata
Ruang Laut skala
1: 1.0O0.OO0

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Setiap
ada perub ahan I
penetapan baru.

Kementerian
KP

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kemenlu;
6. Kementerian ATR/BPN;
7. Kemenhan;
8. Kementerian ESDM;
9. Kemenhub;

SK No 054846C

10. Kemenparekraf . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO;l',
......

RAM KEGIATAN TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

,'.,,P,ENANGGUNG

',...,,;.'' ,..'", .mWeg INSTANSI

1O. Kemenparekraf;
11. Kemenkominfo;
12. Kementerian PUPR;
13. Kementerian LHK;
I4. BIG;
15. Pushidrosal TNI - AL.

10 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta RZWP3K
Provinsi skala
1:250.OOO

Seluruh Wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

Kementerian
KP

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kemenhan;

SK No 054787 C

7. Kementerian



PFIES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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NO;
.,,:,l 

.,. 
,'.. .,, ,1 11 ,1.1 :l,. , 

. ,1'11' 
,.

, 
I rt,,l,.''l''., I,PRO CRAM KEGIATAN

].. L,ll,]],ll,,ll:,.,ll l - 
.

,t:,:,,,.,,,t,';;.,t;t;,,"|WIWARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESALAN ..'.

PENANGGUNG

1ll,.l ', JAWAB
INSTANSI

7. Kementerian ESDM;
8. Kemenhub;
9. Kemenparekraf;
10. Kemenkominfo;
11. Kementerian LHK;
12. BIG;
13. Pushidrosal TNI - AL;
14. Pemprov;
15. Pemkab/kota.

11 Pemutakhiran
IGT Perencanaan
Ruang

Memutakhirkan IGT
Perencanaan Ruang

Peta Bagian
Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau
Kecil (RZWP-3-K)
skala 1:5O.OOO

Seluruh Wilayah
Indonesia
Pemutakhiran
Bulan Juni (B06) dan
Bulan Desember (Bl2l
setiap tahun.

Kementerian
KP

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kemenhan;

SK No 054788 C

7. Kementerian. . .
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,,,,,:p(QQRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU
PEI'IYELESAIAN

i PENANGGUNG
,rr,r JAWAB INSTANSI TERKAIT

7. Kementerian ESDM;
8. Kemenhub;
9. Kemenparekraf;
10. Kemenkominfo;
11. Kementerian LHK;
12. BIG;
13. Pushidrosal TNI - AL;
14. Pemprov;
15. Pemkab/kota.

E.3 Pemutakhiran IGT Potensi

1 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Penggunaan
Tanah minimal
pada skala
1:50.OO0

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementan;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ESDM;

SK No 054789 C

5. Kementerian...
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' ,,,,.:PR0G RAM KEGIATAN TARGET WAKTU
PET{YELESAIAN

. PENANGGU]NG
JAWAB INSTANSI TERKA,IT,,

5. Kementerian KP;

6. BIG;
7. LAPAN;
8. Pemprov.

2 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Lahan Baku
Sawah Nasional
skala minimal
1: 50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B 12) setiap
tahun.

Kementerian
ATR/BPN

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian LHK;
3. Kementerian PUPR;
4. Kementan;
5. BIG;
6. LAPAN.

3 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Infrastruktur
Pipa Gas Bumi
skala 1:5O.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kemendagri;
3. Kemenperin;
4. Kementerian KP;

SK No 054790C

5. Kementerian
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KEGIATAN
:,,.r, Ur,ir . .lii,ia,,,,

',,,. ;,,' ;,.:ffillJARAN
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TARGET WAKTIJ, ,','r,,

PE}I]TELESAIAN
PENANGGUNG

tt,',., JAWAB

' ,1, 1,,,',:,,:,. . .: .. . ,-,,1,.:,L 
:: 

. .

TERI----(AIT',.,

5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kementerian PUPR;
7. Kementerian BUMN;
8. Kemenhub;
9. Pemprov.

4 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
utilitas

Peta Jaringan
Listrik skala
1:50.0OO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian BUMN;
6. Kementerian KP;

7. Kementerian LHK;
8. Kementerian ATR/BPN;

SK No 054791 C

9. Kementerian

No1.,' r:' :,,rr,r'rrrPROGRAM
::') . , ...i. 'i._ 

-
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NO ,r,,I:TPROGRAM KEGIA'TAN T,TKELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

.PENANGGUNG
.:.' ,

,1l',,.. JAWAB INSTANSI TERKAI?..

9. Kementerian PUPR;

10. Kemenperin;
11. BIG;
12. Pemprov;
13. Pemkab lkota.

5 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan
IGT Fasos Fasum
dan Utilitas

Peta Sebaran
Gardu Listrik
skala 1:5O.OO0

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian BUMN;
6. Kementerian KP;
7. Kementerian LHK;
8. Kementerian ATR/BPN;

SK No 054792C

9. Kementerian
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NO. irr,,,,,rl,,PfiOORAM ' KEGIA{AN KELUARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERIGTT

9. Kementerian PUPR;
1O. Kemenperin;
11. BIG;
12. Pemprov;
13. Pemkab/kota.

6 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan
IGT Fasos Fasum
dan Utilitas

Peta Sebaran
Pembangkit
Listrik skala
1:5O.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian BUMN;
6. Kementerian KP;
7. Kementerian LHK;
8. Kementerian ATR/BPN;
9. Kementerian PUPR;
10. Kemenperin;

SK No 054793 C

11. BrG. . .
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NO,.' RAM KEGIATAN II ARAN ,,,PENANGGUNG
i,,' #,wAB

a

INSTANSI TERI{Aff:
..,,.,...,,..,... .tr,'

11. BIG;
12. Pemprov;
13. Pemkab lkota.

7 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan
IGT Fasos Fasum
dan Utilitas

Peta Lokasi
Pembangkit
Listrik skala
1:5O.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemenko

Perekonomian;
3. Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Kemendagri;
5. Kementerian BUMN;
6. Kementerian KP;
7. Kementerian LHK;
8. Kementerian ATR/BPN;
9. Kementerian PUPR;
10. Kemenperin;
11. BIG;
12. Pemprov;
13. Pemkab/kota.

SK No 054794C

8. Pemutakhiran . .

TARGET WAKTU
PEI{lrELEtO^*',,,,,,,'
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I pENANCGUNG

l,l:rrr, l,I JAWAEI

8 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan
IGT Sumber Daya
dan Lingkungan

Peta Geologi skala
1: 1OO.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (BI2l setiap
ada perubahan baru.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemendagri;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian PUPR;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. BNPB;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

9 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan
IGT Sumber Daya
dan Lingkungan

Peta Hidrogeologi
skala 1: 100.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
ada perubahan baru.

Kementerian
ESDM

1. Kemenko Marves;
2. Kemendagri;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian PUPR;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. BNPB;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054795 C

10. Pemutakhiran

. -. .:.:

NO. INSTANSI TERI{AI?
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TEBI{AM.l

10 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan
IGT Kebencanaan

Peta Kawasan
Rawan Bencana
Gunung Api skala
1:5O.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (BL2) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian PUPR;
5. Kemenhub;
6. BIG;
7. BNPB;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

11. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan
IGT Kebencanaan

Peta Kawasan
Rawan Bencana
Gempa Bumi skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian PUPR;
5. Kemenhub;
6. BIG;

SK No 054796C

7. BNPB
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N0,, KEGIATAN TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

]. PENANGGUNG
llrrliltlllr:i. ir,,r,... JA\tr/.AB INSTANSI TERKAIT

7. BNPB;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota

t2 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan
IGT Kebencanaan

Peta Zona
Kerentanan
Gerakan Tanah
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (812) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian PUPR;

4. Kemenhub;
5. Kementerian LHK;
6. BIG;
7. BNPB;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054797 C

13. Pemutakhiran

'.. ,.,, l,. ..

,,,KELUARAN
,:'::a.,:a'.' ,.. .:, ,:.'.t .
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' 
.:...:::.:.:.:.

13. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Kebencanaan

Peta Kawasan
Rawan Bencana
Tsunami skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian KP;
5. Kementerian PUPR;
6. Kemenhub;
7. BIG;
8. BNPB;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

T4 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya
Lingkungan

Peta Kawasan
Bentang Alam
Karst skala
1:50.O0O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian PUPR;
5. BIG;

SK No 054798C

6. Pemprov
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.PROGRAM KEGIATAN TARGET welrrU
PEI{]TELESAIAN

ANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

15 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Migas dan Minerba

Peta Sumber
Daya Mineral
Skala 1:50.0O0

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian PUPR;
4. Kemenperin;
5. Kementerian LHK;
6. BIG;
7. Badan Tenaga Nuklir

Nasional;
8. Badan Pengawas

Tenaga Nuklir
(BAPETEN);

9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

SK l.lo 054799 C

16. Pemutakhiran

NO.,



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-to7-

::,,:,,.::.:,:t::::p,..Ro,G RAM KEGIATAN ,'',.,,,,',',:,,','t,,. LJJARAN
TARGET WAK?U
PEI{YELESAIAN

1,tt:,,,PEIteXCGUNG
,,,,,..':'",,:t.t:,t' . JAWAB

INSTANSI

16 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Migas dan Minerba

Peta Sumber
Daya Batubara
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (Et06) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemenkeu;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian PUPR;
5. Kemenperin;
6. Kementerian LHK;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

t7. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Migas dan Minerba

Peta Sumber
Daya Panas Bumi
skala 1:50.O00

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) setiap
tahun.

Kementerian
ESDM

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian PUPR;

4. Kemenperin;

SK No 054800 C

5. Kementerian

TERKAIT,I.II ..,'
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NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
TARGET WAKTU
PEISTELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

5. Kementerian LHK;
6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

18. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Jaringan
Serat Optik skala
1:50.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (812) setiap
tahun.

Kemenkominfo 1. Kementerian KP;
2. Kemenhub;
3. Badan Keamanan Laut;
4. Pushidrosal TNI - AL.

19 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Potensi
Wilayah
Penangkapan
Ikan skala
1:250.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desemb6r (B12) Setiap
tahun.

Kementerian KP 1. Kemenko Marves;
2. LIPI;
3. LAPAN;
4. Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi
(BPPT);

5. BIG;
6. Pemprov.

S1( No 054801 C

20. Pemutakhiran



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

_109_

KEGIATAN
:. a . t::a ..,::, . ..:::.:,...: .-

;,';,,,,:','ll:,11':',',";gglyARAN
TARGET WAKTU
PEI{YELESAIAN

.IPENANGGUNG
a,,,,:,."",:,.. JAWAB

INSTANSI TERKAIT

20 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Wilayah
Pengelolaan
Perikanan Negara
Republik
Indonesia
(WPPNRI) skala
1:250.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) Setiap
tahun.

Kementerian KP 1. Kemenko Marves;

2. LIPI;
3. LAPAN;
4, BPPT;
5. BIG;
6. Pemprov.

2l Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Lokasi
Pelabuhan
Perikanan skala
1:50.00O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2) setiap
ada penetapan baru.

Kementerian KP 1. Kemenko Marves;
2. Kemenhub;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. BIG;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

SK No 054802 C

22. Pemutakhiran

.' 
::,:::..a.::.: ::,".:.a:a:::. .:,::,:tt''.::::.:.:'.: .
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,,PENANGGUNG
,'," ' "JAWAB

INSTANSI

22. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Zonasi
Kawasan
Konservasi
Perairan skala
1:5O.00O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
ada penetapan baru.

Kementerian KP 1. Kemenko Marves;
2. Kemendagri;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. Kementan;
6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

23. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Kehutanan

Peta Neraca
Sumber Daya
Hutan skala
1:250.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
LHK

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. BIG;
4. LAPAN;
5. Pemprov.

SK No 054803 C

24. Pemutakhiran .

. -..:. .....:.:.::.:..,..

TERffiI.
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24. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Lingkungan

Peta Daerah
Aliran Sungai
(DAS) skala
1:50.OOO
(Klasifikasi DAS)

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan
Desember (Bl2) setiap
tahun.

Kementerian
LHK

1. Kemendagri;
2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian PUPR;
4. Kementan;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

25. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Lingkungan

Peta Zonasi
Kawasan
Konservasi skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
September (BO9) setiap
tahun:
2O2l: 30 Kawasan TWA
2022: 5O Kawasan TWA
2023:50 Kawasan TWA

Kementerian
LHK

1. Kemendagri;
2. Kementerian KP;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kemenparekraf;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

SK No 054804 C

26. Pemutakhiran

...,..:...:..:. ,

,ll, ',,,,.1tt,t,tPROGRAM
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26 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran
Lokasi Pengaman
Pantai skala
1:50.O00

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kemenko Marves;
2. Kementerian KP;

3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

27 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran
Lokasi Rusunawa
skala 1:50.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian ATR/BPN;
3. BIG;
4. Pemprov;
5. Pemkab/kota.

SK No 054805 C

28. Pemutakhiran
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28 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Jalan
Nasional Tol dan
Jalan Nasional
Non To1, dan Peta
Jalan Provinsi
Peta Jalan
Kabupaten lKota
skala 1:50.0OO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kementerian/
Lembaga terkait;

2. Pemprov;
3. Pemkab/kota.

29. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran
Lokasi Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM)
skala 1:5O.OOO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian KP;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian ESDM;
5. Kemenkes;
6. BIG;
7. LAPAN;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

SK No 054806 C

30. Pemutakhiran
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30. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
utilitas

Peta Sebaran
Lokasi Instalasi
Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
dan Peta Lokasi
[estalasi
Pengolahan
Lumpur Tinja
(IPLT) skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (812) setiap
tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian LHK;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Pemprov;
5. Pemkab/kota.

31. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran
Lokasi Tempat
Pemrosesan Akhir
(TPA) skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian LHK;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Pemprov;
5. Pemkab/kota.

SK No 054807 C

32. Pemutakhiran . .
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32 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Lingkungan

Peta Air Tanah
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2) setiap
tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementerian LHK;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian ESDM;
5. Kementan;
6. BIG;
7. BPS;
8. LAPAN;
9. Pemprov;
10. Pemkab/kota.

33. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Daerah
Irigasi
Permukaan skala
1:5.O0O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementan;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ESDM;

SK No 054808 C
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6. BIG;
7. LAPAN;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota.

34. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran
Lokasi
Bendungan
Eksisting dan
Peta Sebaran
Lokasi
Bendungan
Rencana skala
1:50.0OO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
tahun:
2O2l: 4 bendungan
2022:6 bendungan
2023: 5 bendungan
2024: 5 bendungan

Kementerian
PUPR

1. Kementan;
2. Kementerian ATR/BPN;
3. Kementerian LHK;
4. Kementerian ESDM;
5. BNPB;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

SK No 054809 C
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35 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Fasos Fasum dan
Utilitas

Peta Sebaran
Lokasi Sabo DAM
skala 1: 50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
ada pembangunan
baru.

Kementerian
PUPR

1. Kementerian LHK;
2. Kementerian ESDM;
3. BNPB;
4. Pemprov;
5. Pemkab/kota.

36 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Ketersediaan
Air skala
1:250.00O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Bl2l setiap
1O tahun.

Kementerian
PUPR

1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kementan;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kementerian ESDM;
7. BIG;
8. Pemprov;
9. Pemkab/kota

SK No 054810 C

37. Pemutakhiran
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37. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Sebaran
Pelabuhan Umum
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (Et12) Setiap
tahun.

Kemenhub 1. Kementerian LHK;
2. Kementerian KP;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ESDM;
5. Kemenperin;
6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

38 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Sebaran
Pelabuhan
Penyeberangan
skala 1:50.0OO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) Setiap
tahun.

Kemenhub 1. Kementerian LHK;
2. Kementerian KP;
3. Kemendagri;
4. Kementerian ESDM;
5. Kemenperin;
6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

SK No 054811 C
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39 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Sebararr
Terminal Khusus
skala 1:5O.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) Setiap
tahun.

Kemenhub 1. Kemenko
Marves;

2. Kementerian LHK;
3. Kementerian KP;
4. Kementerian ESDM;
5. Kemenperin;
6. BIG;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

40. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Sebaran
Bandara skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan Bulan
Desember (B12) Setiap
tahun.

Kemenhub 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian PPN/
Bappenas;

3. Kementerian BUMN;
4. Kementerian PUPR;
5. BIG;
6. LAPAN;

SK No 054812 C
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7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

4t. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Transportasi dan
Logistik

Peta Sebaran
Jaringan Rel dan
Stasiun Kereta
Api skala
1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (Et06) dan Bulan
Desember (B12) Setiap
tahun.

Kemenhub 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kementerian BUMN;
4. Kementerian PUPR;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. Pemprov;
8. Pemkab/kota.

42 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Lahan
Gambut skala
1:50.OO0

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementan 1. Kementerian LHK;
2. Kementerian

ATR/BPN;
3. Kementerian PUPR;

SK No 054813 C
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4. Kementerian ESDM;
5. BIG;
6. LAPAN;
7. BRGM.

43. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Tanah Semi-
Detail skala
1:50.OO0

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) setiap
tahun.

Kementan 1. Kementerian LHK;
2. Kementerian PUPR;
3. Kementerian ESDM;
4. Kementerian ATR/BPN;
5. BIG;
6. LAPAN.

44. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Tutupan
Kelapa Sawit
Indonesia
minimal skala
1:50.0OO

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B 12) setiap
tahun.

Kementan 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian LHK;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. BIG;
5. LAPAN;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

SK No 054814 C
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45. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Sistem
Lahan (Morfologi)
dan Peta
Morfometri
Bentang Lahan
skala 1:5O.OO0

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) Setiap
tahun.

BIG 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementan;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. BIG;
6. LAPAN.

46 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Penutup
Lahan skala
1:50.O00

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B12) Setiap
tahun.

BIG 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementan;
3. Kementerian ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian PUPR;
6. LAPAN.

SK No 054815 C
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47. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Potensi Desa
(Sosial-Ekonomi),
minimal pada
skala 1:50.00O

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Desember (B 12) setiap
ada sensus baru.

BPS 1. Kementerian lLembaga
terkait;

2. Pemprov;
3. Pemkab/kota.

48 Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Curah Hujan
dan Hari Hujan
skala 1:50.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (806) dan Bulan
Desember (Et12) Setiap
tahun.

BMKG 1. Kementerian PPN/
Bappenas;

2. Kementan;
3. Kementerian PUPR;
4. BIG;
5. LAPAN.

49. Pemutakhiran
IGT Potensi

Memutakhirkan IGT
Sumber Daya dan
Lingkungan

Peta Potensi
Energi Matahari
dan Angin skala
1:5O.000

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran Bulan
Juni (E}06) dan Bulan
Desember (B12) Setiap
tahun.

BMKG 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kementan;
3. Kementerian PUPR;
4. Kementerian ESDM;
5. BIG;
6. LAPAN.

SK No 054847 C
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F. INFRASTRUKTURINFORMASI GEOSPASIAL

1 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Sosialisasi Katalog
Unsur Geografi
Indonesia (KUGI)

Bulan Maret (Et03)
202t

BIG 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Kemenkominfo;
4. Badan Standardisasi

Nasional (BSN);
5. Pemprov.

2 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Sosialisasi
Spesifikasi Produk
Data, Metadata
dan Informasi
Kualitas IG

Bulan Maret (B03)
2021

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kantor Staf Presiden;
5. Setkab;
6. Pemprov;
7. Pemkab/kota.

SK No 054817 C
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3 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Tersediannya
Katalog IG akses
terbatas maupun
publik dalam
Geoportal KSP
(Penghubung
Simpul Jaringan)

Bulan Maret (B03)
2021

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Pemprov;
5. Pemkab/kota.

4 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Ketersediaan
Katalog IGD untuk
Mendukung KSP
dalam Geoportal
Simpul Jaringan
BIG berbasis
Geospatial Open
Linked Data
(GOLD)

Bulan
202r

Maret (BO3) BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Setkab;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

SK No 054818 C

5. Penyebarluasan...
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5 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Tersediannya
standar berbagi
data melalui
Geospatial Open
Linked Data
(GoLD)

Bulan Juni (806)
2021

BIG 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Pemprov;
4. Pemkab/kota.

6 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Tersedianya
Katalog berbagi
data di Geoportal
KSP (Penghubung
Simpul Jaringan)
melalui Geospatial
Open Linked Data
(GoLD)

Bulan Desember
(Br2l 2O2t

BIG 1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Pemprov;
4. Pemkab/kota.

SK No 054819 C

7. Penyebarluasan
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7 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Tersedianya
skema integrasi
sistem JIGN dan
sistem
pengambilan
keputusan
(decision support
sgsteml

Bulan Maret (Et03) 2O2l BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Pemprov;
5. Pemkab/kota.

8 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Sosialisasi skema
integrasi sistem
JIGN dan sistem
pengambilan
keputusan
(decision support
sgsteml

Bulan Juni (806)
2021

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kemenkominfo;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

SK No 054820 C

9. Penyebarluasan.
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9 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Penyiapan
integrasi sistem
JIGN dan sistem
pengambilan
keputusan
(decision support
sgsteml

Bulan September (B09)
2021

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kemenkominfo;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

10. Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Tersedianya
fungsi geoportal
KSP (Penghubung
simpul Jaringan)
sebagai alat bantu
dalam
pengambilan
keputusan
(decision support
systeml

Bulan Desember (812)
2022

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kemenkominfo;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

SK No 054821 C
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11 Penyerbarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal KSP

Tersedianya IGT
melalui skema
content deliuery
network (CDN)
dalam pusat data
terdistribusi

Bulan Desember (Bl2l
2021

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kemenkominfo;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

t2 Penyerbarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal KSP

Tersedianya IGT
melalui skema
Content deliuery
Netuork (CDN)
dalam pusat data
terdistribusi 1

lokasi

Bulan Desember (B12)
2021

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kemenkominfo;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

SK No 054822C

13. Penyebarluasan
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13. Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsidan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Tersedianya IGT
KSP melalui
replica content
netuork (CDN)
dalam pusat data
terdistribusi 2
lokasi

Bulan Desember (Bl2l
2023

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kemenkominfo;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota.

t4 Penyebarluasan
Data IG

Peningkatan
Fungsi dan
Kapasitas
Geoportal PKSP

Tersedianya IGT
KSP melalui
replica conten
network (CDN)
dalam pusat data
terdistribusi 3
lokasi

Bulan Desember (B12)
2024

BIG 1. Kemenko
Perekonomian;

2. Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kemendagri;
4. Kemenkominfo;
5. Pemprov;
6. Pemkab/kota

SK No 054823C

15. Penyusunan.
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15 Pen5rusunan
Grand Design
Pembangunan
Pusat Data
Nasional

Pen5rusunan Grand
Design Produk
PKSP dalam Pusat
Data Nasional

Dokumen Kajian
Grand Design
Produk PKSP
dalam Pusat Data
Nasional

Bulan Desember (BI2l
2021

Kemenko
Perekonomian

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemenkominfo;
3. Kemenkeu;
4. Kemendagri;
5. Kementerian ATR/BPN;
6. Kementerian LHK;
7. Kementerian ESDM;
8. Kantor Staf Presiden;
9. Setkab;
10. BIG;
11. Badan Sandi dan

Siber Negara (BSSN).

SK No 054824C

G. SINKRONISASI
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NO'.,,r RAM KEGI"ATAN ARAN
TARGET W GGUNG

JAWAB
INSTANSI

G. SINKRONISASI IGT

1 Penyelesaian
Tumpang Tindih
Pemanfaatan
Lahan

Identifikasi
Tumpang Tindih
Pemanfaatan
Lahan

Penetapan Peta
Indikatif Tumpang
Tindih antar IGT
(Prrrr)

Seluruh wilayah
Indonesia
Pemutakhiran
Bulan Desember
(B12) setiap
tahun

Kemenko
Perekonomian

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Kementerian

ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ESDM;
6. Kemendes PDTT;

7. Kementan;
8. Kemenperin;
9. Kementerian KP;

SK No 054825 C

10. BIG .
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INSTANSI TERI(AIT

10. BIG;
11. Pemprov;
12. Pemkab lkota.

Analisis
Penyelesaian
Tumpang Tindih
Pemanfaatan Lahan

Rekomendasi
Penyelesaian
T\rmpang Tindih
Pemanfaatan
Lahan

Seluruh wilayah
Indonesia
Bulan Desember
(B12) setiap tahun
Tahun 2O2l:1O Provinsi
Tahun 2022:14 Provinsi
Tahun 2023:10 Provinsi

Kemenko
Perekonomian

1. Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kemendagri;
3. Kementerian

ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ESDM;
6. Kemendes PDTT;

7. Kementan;
8. Kemenperin;

SK No 054826C

9. Kementerian
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PEI.IYELE$AIA[\I,lrrrr

.:trt:,,PENANCGUNG
ta:,,.,lit, .. TJAWAB

9. Kementerian KP;

10. BIG;
1 1. Pemprov;
12. Pemkab lkota.

Pelaksanaan
Penyelesaian
Tumpang Tindih
Pemanfaatan
Lahan

Rencana Aksi
Penyelesaian
Tumpang Tindih
Pemanfaatan
Lahan

Seluruh wilayah
Indonesia
Bulan Desember
(B 12) setiap tahun
Tahun 2O2l:10 Provinsi
Tahun 2022:14 Provinsi
Tahun 2023:10 Provinsi

Kemenko
Perekonomian

1. Kementerian
PPN/Bappenas

2. Kemendagri;
3. Kementerian

ATR/BPN;
4. Kementerian LHK;
5. Kementerian ESDM;
6. Kemendes PDTT;

7. Kementan;

SK No 054827 C

8. Kemenperin...
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8. Kemenperin;
9. Kementerian KP;

10. BIG;
1 1. Pemprov;
12. Pemkab/kota.

2 Pelaporan
Pelaksanaan
Kebijakan
Satu Peta
Kepada
Presiden RI

PenSrusunan
Laporan
Pelaksanaan
Percepatan
Kebijakan Satu
Peta

Laporan
Pelaksanaan
Percepatan
Kebijakan Satu
Peta (PKSP)

Bulan Juni (806)
202t;
Bulan Desember (B12)
202t;
Bulan Juni (E}06)
2022;

Bulan Desember (812)
2022;

Kemenko
Perekonomian

1. Kemenko Marves;
2. Kementerian

PPN/Bappenas;
3. Kantor Staf Presiden;
4. Setkab;
5. BIG.

SK No 054828 C
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NO. PROGRAM KEGI,ATAN KELUARAN
TARGET WAKTU
PET.IYELESAIAN

PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT

Bulan Juni (E}06)
2023;
Bulan Desember (B12)
2023;
Bulan Juni (E}06)
2024;
Bulan Desember (B12)
2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
RIAN SEKRETARIAT NEGARA

LIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
istrasi Hukum,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

ttd

SK No 054829C

vanna Djaman
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